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KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah disusun
Keterangan/Penjelasan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan
Pemberdayaan Masyarakat. Maksud dari penyusunan Peraturan Wali Kota
Surakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai pedoman
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan

pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan
Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan
mengatur tata cara pengelolaan Dana Alokasi Umum Kelurahan, mengatur
tata laksana pengelolaan Dana Alokasi Umum Kelurahan yang berdampak
pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan untuk
membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada

meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Untuk itu diharapkan semua pihak dapat membantu dan memahami
serta berpartisipasi dalam implementasi Peraturan Wali Kota Surakarta
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Peraturan Wali Kota
Surakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana

dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat.

Surakarta, 5 Maret 2026
ttd

Tim Penyusun
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan bahwa Dana Alokasi Umum Tambahan adalah
dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan
sarana prasarana Kelruahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
Dukungan pendanaan kelurahan perlu dilaksanakan secara transparan
dan akuntabel dengan memperhatikan prioritas, serta kebutuhan daerah

dan kelurahan.

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan perlu disesuaikan
dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan
kemasyarakatan sehingga perlu diterbitkan petunjuk teknis. Saat ini
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sudah tidak relevan dan
perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota pengganti atas Peraturan Wali Kota Nomor 1.1 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH
Pengelolaan Dana Alokasi Umum Kelurahan selama ini telah diatur di

dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pada Tahun
2026, seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan arah kebijakan

disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat saat ini maka



perlu dilakukan penyesuaian pedoman pengelolaan Dana Alokasi Umum

Kelurahan dengan peraturan terbaru mengenai Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Peraturan Wali Kota Surakarta

ini disusun sebagai pedoman pengelolaan Dana Alokasi Umum Kelurahan

untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1.

Mengatur tata cara pengelolaan Dana Alokasi Umum Kelurahan untuk
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan

2. Mengatur tata laksana pengelolaan Dana Alokasi Umum Kelurahan

untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

D. DASAR HUKUM

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan

atau menjadi dasar kewenangan adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan



Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018
Nomor 139); dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun
2020 Nomor 1781).



BAB II

POKOK PIKIRAN

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan merupakan
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan
Dana Alokasi Umum Kelurahan yang merupakan dukungan pendanaan
bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Pedoman ini bertujuan untuk Mengatur tata cara pengelolaan Dana
Alokasi Umum Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan dan Mengatur tata laksana pengelolaan Dana Alokasi Umum
Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Sehubungan dengan perubahan arah kebijakan yang berdasarkan pada
kebutuhan masyarakat saat ini, maka perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan.



BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran
Sasaran yang akan diwujudkan adalah adanya Peraturan Wali Kota
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Jangkauan Rancangan Peraturan Wali Kota yang akan diwujudkan
adalah memuat perubahan dan penambahan hal substansi bagi semua

unsur yang dilibatkan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

B. RUANG LINGKUP MATERI
Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat meliputi:
Perubahan terkait sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
sebelumnya diperuntukkan untuk kelurahan dengan jumlah RW
maksimal 6 (enam);

- Penambahan penggunaan di masing-masing bidang sarana dan

prasarana serta pemberdayaan masyarakat.



